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Tidak Semua ilmu yang kita dapat hari ini akan 

langsung bermanfaat bagi kita saat ini, 

tapi yakinlah suatu saat ilmu itu akan berguna 

buat kita 
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ABSTRAK 

Penggunaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebagai 

saksi karena memang di perbolehkan berdasarkan PMA No. 11 Tahun 

2007 pasal 19 ayat (3). Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan 

pernikahan yang dilakukan di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen 

mengalami pergeseran dimana saksi yang diangkat oleh calon pihak 

pengantin putri berasal dari P3N desa setempat dimana calon pengantin 

putri berasal. Dari sekian banyak perkawinan yang dilakukan di 

Kecamatan Klirong, baik di Kantor Urusan Agama maupun di luar 

Kantor Urusan Agama, kebanyakan pihak calon pengantin putri 

memberikan kepercayaan kepada P3N untuk menjadi saksi perkawinan, 

meskipun ada beberapa saksi yang berasal dari ulama, tokoh agama 

atau tokoh masyarakat setempat. Untuk jumlah pastinya tentunya harus 

melihat data terlebih dahulu, meskipun tiap-tiap desa berbeda tentunya 

jumlah prosentasenya. Tetapi setelah Instruksi Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, kedudukan dan 

fungsi P3N KUA Kecamatan Klirong secara formal sekarang ini 

memang telah di non aktifkan karena bukan termasuk daerah dengan 

tipe yang membutuhkan P3N. kemudian setelah munculnya PMA No. 

19 Tahun 2018 P3N berganti istilah menjadi Pembantu Pegawai 

Pencatat Perkawina (P4) namun di masyarakat masih akrab disebut 

P3N. 

Penelitian yang dilakukan untuk penyusunan tesis ini termasuk 

jenis penelitian lapangan atau field research, dengan pendekatan 

sosiologi hukum dimana dimana melihat bagaima proses pelaksanaan 
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pernikahan menggunakan saksi pihak perempuan dari P3N setempat. 

Sedangkan metode analisis penulis menggunakan deskriptif analitik. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, Dokumentasi dan 

Wawancara. 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa 85% saksi dari 

pihak mempelai putri menggunakan P3N setempat. Walaupun secara 

struktural P3N KUA Kecamatan Klirong sudah dinonaktifkan tetapi 

secara peran dan fungsi masih tetap berjalan dengan mekanisme bahwa 

P3N boleh menerima bisaroh/sumbangan tetapi tidak boleh 

menentukan jumlah nominal kepada pihak calon mempelai di bantu 

tersebut. Sehingga secara analisis sosial sesuai dengan teori AGIL yaitu 

meliputi adaptasi (A), pencapaian tujuan atau goal attainment (G), 

integrasi (I), dan Latensi (L) sehingga walaupun secara struktural 

nonaktif tetapi secara fungsional masih tetap berjalan. Menurut saya 

peran P3N sebagai saksi pihak mempelai perempuan sudah sesuai 

dengan hukum islam yaitu sesuai dengan Maqashid al-Hajiyyat 

(tujuan-tujuan sekunder) yaitu P3N dibutuhkan masyarakat Kecamatan 

Klirong untuk mempermudah proses pelaksanaan pernikahan termasuk 

dalam ketegori al-dharuriyyat dan sekaligus menyingkirkan faktor-

faktor yang mempersulit usaha perwujudan al-dharuriyyat karena 

fungsinya yang melengkapi tujuan primer yaitu mempermudah 

pelaksanaan perkawinan bagi calon mempelai putri. 

 

Kata Kunci: Saksi, P3N, AGIL, Hajiyyat  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai 

dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama 

Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 

158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.  

Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 ba‟ B Be ب

 ta‟ t Te ث

 sa‟ ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 ha‟ ḥ ح
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 kha‟ kh Ka dan Ha خ

 Dal d De د

 Zal ż د
Zet (dengan titik di 

atas) 

 ra‟ r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es ش

 Syin sy Es dan Ye ش

 Sad ṣ ص
Es (dengan titik di 

bawah) 
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 Dad ḍ ض
De (dengan titik di 

bawah) 

 ta‟ ṭ ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 za‟ ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain „ koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 fa‟ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ى

ّ Wawu W We 

ٍ ha‟ H Ha 

 Hamzah ʼ Apostrof ء

ٓ ya‟ Y Ye 

 

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 

 ditulis „iddah عد ة
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Ta’ marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 ditulis hibah ُبت

 ditulis jizyah جس ىت

 

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab 

yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti 

shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 

aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan 

kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. 

 ‟ditulis karāmah al-auliyā كر اهت الاّ ليا ء

 

2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah 

dan dammah ditulis t. 

 ditulis Zakātul fiṭri زكاةالفطر

Vokal Pendek 

_______ 

_______ 

_______ 

fathah 

kasrah 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis  

a 

i 

u 

 

Vokal Panjang 

fathah + alif ditulis ā 
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 جا ُلىت

fathah + ya‟ mati 

 ىسعٔ

kasrah + ya‟ mati 

 كرين

dammah + wawu mati 

 فرّض

ditulis 

ditulis  

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

jāhiliyyah 

ā 

yas‟ ā 

ī 

karīm 

ū 

fūrūd 

 

Vokal Rangkap 

Fathah + ya‟ mati 

 بيٌكن

Fathah + wawu mati 

 قْ ل

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis  

ai 

bainakum 

au 

qaulun 
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KATA PENGANTAR 

الرحوي الرحينبسن الله   

الحود لله رب العالويي، أشِد أى لا الَ إلا الله ّأشِد أى هحودا عبدٍ 

هحود  سيدٌاّرسْلَ، الصلاة ّالسلام علٔ أشرف الأًبياء ّالورسليي، 

. صلٔ الله عليَ ّسلن ّعلٔ آلَ ّأصحابَ أجوعيي  

Tiada kata yang paling indah yang dapat penulis ucapkan 

melainkan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan 

segala kenikmatan dan anugerahNya kepada penulis, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik sebagai bukti tanggung 

jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh 

Program Studi Hukum Islam Program Magister (S2), Fakultas Syari‟ah 

dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar 

sarjana Strata Dua di bidang Syariah. 

Akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang dan berkat 

bantuan banyak pihak, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul 

PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH SEBAGAI SAKSI 

NIKAH PIHAK CALON PENGANTIN PUTRI (STUDI 

ANALISIS DI KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN 

KEBUMEN). Penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang 

telah membantu memberikan bimbingan dan pengarahan dalam 

penulisan tesis ini. 

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada 

semua pihak yang telah membantu dan membimbing penyusunan tesis 

ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada: 
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Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 
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4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag. dan Dr. Ahmad Bunyan Wahib, 

M.Ag., selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan 
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arahan serta bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini. 
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ucapan terimakasih dan doa yang dapat penulis sampaikan 

terhadap persahabatan yang terbangun selama kurang lebih dua 

tahun dan semoga masih akan dapat berjalan selamanya. Betapa 

beruntungnya dapat dipertemukan oleh Allah SWT dengan 

teman-teman sekalian yang meskipun berbeda watak karakter, 

namun dapat membaur saling membantu dalam menimba ilmu 

bersama dengan indah setiap hari. Semoga Allah senantiasa 

melindungi kita semua dan membimbing kita dalam perjalanan 

kehidupan selanjutnya, semoga sukses menyertai kita semua. 

Amin Ya Rabbal ‘Alamin. 

Semoga apa yang telah diberikan oleh semua pihak menjadi 

amal kebaikan dan mendapat balasan terbaik dari Sang Maha Rahim, 

Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sederhana dan 

masih banyak kekurangan. Namun tiada suatu hal apapun yang 

sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu 

hanyalah milik-Nya. Akhir kata, harapan penulis semoga apa yang 

ditorehkan ini membawa manfaat baik bagi penulis sendiri maupun 

pembaca lainnya. Amin. 

 

 

Yogyakarta,  8 Januari 2019 

     Penulis 

 

 

            Akhmad Nurkholis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia sebagai makhluk sempurna dan dimuliakan Allah 

SWT. dibandingkan makhluk-makhluk lain. Allah SWT. telah 

menjadikan aturan hidup kehidupan kepada manusia antara lain aturan 

perkawinan. Manusia tidak boleh berbuat semena-mena berkumpul 

dengan lawan jenisnya tanpa adanya pernikahan yang sah, karena 

manusia telah diberi aturan oleh Allah SWT. berbeda dengan binatang.
1
 

Allah telah memberikan batas dan peraturan-peraturan-Nya, 

yaitu syariat yang terdapat dalam kitab Al-Qur’an dan Sunnah Rasul-

Nya tentang hukum-hukum perkawinan. Agama Islam menganjurkan 

perkawinan kepada umatnya bahkan melarangnya melakukan Tabatul 

(hidup membujang).
2
 

Undang-undang perkawinan  No. 1 tahun 1974 pasal 1 

disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

ketuhanan yang maha esa”.
3
 

Seluruh peraturan dan perundang-undangan yang diatur oleh 

Islam tentu mempunyai tujuan untuk menjadikan kehidupan manusia 

lebih baik dan mencapai kebahagiaan di kemudian hari. Begitu juga 

                                                 
1
 Ladzi Safrony, Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia, cet. 

ke-1 (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2014), hlm. 1. 

2
 Ibid., hlm. 2. 

3
 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
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halnya dengan aturan-aturan yang disyariatkan Islam dalam mengatur 

tata cara perkawinan.  

Untuk membuktikan bahwa suatu perkawinan itu telah sah dan 

dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, maka setiap perkawinan 

harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Fungsi dari pencatatan perkawinan dalam Undang-undang 

Perkawinan dinyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah 

sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam 

kehidupan seseorang, misalnya: kelahiran, kematian, yang dinyatakan 

dalam suatu surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat 

dalam daftar pencatatan. 

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa pencatatan perkawinan 

berfungsi sebagai kepastian hukum atas peristiwa perkawinan yang 

telah dilangsungkan secara sah, sebagai alat bukti autentik, dan juga 

perwujudan ketertiban administrasi Negara di “bidang perkawinan”.
4
   

Pernikahan tidaklah semata-mata hubungan kontrak atau 

keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah, sehingga 

perlu diatur dengan persyaratan dan rukun tertentu yang harus dipenuhi 

agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai. Dalam pernikahan, dua 

orang saksi merupakan rukun yang harus dipenuhi. 

Dalam perkembangannya rukun perkawinan ada lima, yaitu 

adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali, adanya dua orang 

saksi, dan juga ijab Kabul. Sedangkan yang menjadi syarat perkawinan 

adalah syarat yang berkaitan rukun perkawinan, seperti syarat calon 

mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul. 

                                                 
4
 Ladzi Safrony, Seluk Beluk Pernikahan ….., hlm. 127. 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi adalah orang yang 

melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Pengertian 

saksi nikah adalah orang yang menyaksikan secara langsung akad 

pernikahan supaya tidak menimbulkan salah paham dari orang lain. 

Masalah saksi pernikahan dalam Al-Qur’an tidak tertera eksplisit, 

namun saksi untuk masalah lain seperti dalam masalah pidana, 

muamalah atau masalah cerai atau rujuk sangat jelas diutarakan. 

Rasulullah sendiri dalam berbagai riwayat hadits walaupn 

dengan redaksi berbeda-beda menyatakan urgensi adanya saksi nikah, 

sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis: 

لا نكاح إلِا بوليٍ وشاهدي عدل
5

 

Pembahasan ini hanya akan membahas syarat saksi, dimana 

pembahasan dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan saksi dan juga 

pencatatannya. Syarat saksi adalah Islam, baligh, berakal sehat, 

merdeka, laki-laki, adil.  

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan pernikahan 

yang dilakukan di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen mengalami 

pergeseran dimana saksi yang diangkat oleh calon pihak pengantin 

puteri berasal dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) desa 

setempat dimana calon pengantin putri berasal. 

Dari sekian banyak perkawinan yang dilakukan di Kecamatan 

Klirong, baik di Kantor Urusan Agama maupun di luar Kantor Urusan 

Agama, kebanyakan pihak calon pengantin putri memberikan 

                                                 
5
 HR. At-Tirmidzi (no. 1102) kitab an-Nikaah, Abu Dawud (no. 2083) kitab 

an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1881) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 19024), ad-Darimi 

(no. 2184) kitab an-Nikaah, ia mensahihkannya, dan dishahihkan oleh Syaikh al-

Albani dalam Shahiihul Jaami’ (VI/203) dan al-Irwaa’ (VI/238). 
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kepercayaan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk 

menjadi saksi perkawinan, meskipun ada beberapa saksi yang berasal 

dari ulama, tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat. Untuk 

jumlah pastinya tentunya harus melihat data terlebih dahulu, meskipun 

tiap-tiap desa berbeda tentunya jumlah prosentasenya.
6
 

Untuk Desa Kebadongan yang merupakan salah satu desa di 

Kecamatan Klirong jumlah saksi calon pengantin putri yang berasal 

dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) jumlahnya cukup 

banyak, hampir lebih dari 85% saksi yang bersal dari  Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
7
 

Desa Bendogarap yang juga merupakan bagian dari desa di 

Kecamatan Klirong yang jumlah saksi calon pengantin putri berasal 

dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) desa setempat. Bahkan 

mayoritas jika pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama, maka 

saksi calon pengantin putri berasal dari Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) desa setempat.
8
 

Atas dasar inilah, penulis merasa adanya ketertarikan akan 

pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen 

dimana saksi calon pengantin putri berasal dari Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N) desa setempat. Untuk memperjelas penelitian ini, 

                                                 
6
 Wawancara dengan Drs. Muhammad Shodiq (selaku kepala Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Klirong), di Klirong, tanggal 10 November 2016. 

7
 Wawancara dengan Bpk. Abu Mansur (selaku Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) Desa Kebadongan, Kecamatan Klirong), di Kebadongan, tanggal 10 

November 2016. 

8
 Wawancara dengan Bpk. Zanuri (selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N) Desa Bendogarap, Kecamatan Klirong), di Kebadongan, tanggal 10 November 

2016. 
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maka penulis akan mencoba mengambil data dari beberapa sampel desa 

yang akan dilakukan penelitian karena jumlah saksi calon pengantin 

putri yang berasal dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) desa 

setempat cukup banyak. 

Dilanjutkan dengan menganalisa praktek di lapangan dengan 

teori yang ada, apakah pelaksanaan perkawinan itu sejalan atau tidak 

dengan peraturan atau tujuan dari adanya saksi itu sendiri. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penulisan ini, agar tidak terjadi pelebaran masalah, maka 

penulis membatasi pokok masalah dengan merumuskan masalah yang 

dikaji sebagai berikut: 

1. Mengapa masyarakat memilih petugas Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah sebagai saksi nikah pihak calon pengantin putri 

di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen? 

2. Bagaimana dampak adanya petugas Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah Sebagai Saksi Nikah pihak calon pengantin 

putri di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian : 

1. Memahami alasan mengapa masyarakat memilih petugas 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sebagai saksi Nikah di 

Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. 

2. Untuk memberikan pemahaman tentang dampak adanya 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Sebagai Saksi Nikah pihak 
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calon pengantin putri di Kecamatan Klirong Kabupaten 

Kebumen. 

Kegunaan Penelitian : 

1. Sebagai masukan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Klirong Kabupaten Kebumen dalam membuat kebijakan 

berkaitan dengan Saksi Nikah yang akan diangkat oleh calon 

pengantin putri di masa yang akan datang agar lebih optimal 

dan berhasil guna tanpa terdapat aspek-aspek menyimpang dari 

kaidah hukum Islam. 

2. Sebagai penambah khasanah ilmu pengetahuan bagi dunia 

keilmuan khususnya yang berkaitan dengan saksi perkawinan. 

3. Menginspirasikan peneliti selanjutnya dalam merespon berbagai 

aspek pelaksanaan pernikahan, khususnya berkaitan dengan 

saksi nikah.  

  

D. Telaah Pustaka 

Pembahasan seputar masalah perkawinan dan pelaksanannya 

cukup banyak. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Moh. 

Ulwan dalam skripsinya yang berjudul “Studi Komparasi Mengenai 

Saksi Nikah Menurut  Imam Mazhab Empat)”
9
, akan tetapi dalam 

penelitiannya tersebut hanya menekankan pada bagaimana saksi nikah 

dipandang dari berbagai mazhab.  

Selanjutnya Miftahul Huda dalam skripsinya yang berjudul 

“Wanita Sebagai Pegawai Pencatat Nikah : Studi Isu jender Dalam 

                                                 
9
 Moh. Ulwan, “Studi Komparasi Mengenai Saksi Nikah Menurut Imam 

Mazhab Empat”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2002).  
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Departemen Agama”, dengan memfokuskan pada bagaimana isu jender 

diterapkan dalam Departemen Agama dalam hal pencatatan Nikah.
10

  

Thoriqotul Khoriyah dalam skripsinya yang berjudul “Peran 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Pelaksanaan Pembacaan Taklit 

Talak”
11

, juga membahas dengan fokus pembahasan pada Taklit Talak. 

Dalam Undang-undang Perkawinan sendiri sebenarnya sudah 

disebutkan bahwa yang berhak menjadi saksi siapa dan juga 

persyaratannya sesuai dengan ketentuan agama dan ketentuan Undang-

undang yang berlaku. 

Dari beberapa literatur yang telah disebutkan, sebenarnya  

persoalan mengenai saksi dan juga Pegawai Pencatat Nikah (PPN) 

sudah banyak dibahas, tetapi kebanyakan hanya membahas dari segi 

teori yang akan diterapkan dan juga hanya garis besarnya saja tanpa 

suatu penjelasan yang lebih rinci bagaimana dampak yang timbul di 

masyarakat. Inilah yang akan membedakan penelitian yang penyusun 

lakukan dari penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti 

sebelumnya.  

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Hukum Islam 

Berangkat dari pokok pikiran tersebut, maka dalam upaya 

mencari pelaksanaan perkawinan berkaitan dengan saksi calon 

                                                 
10

 Miftahul Huda, “Wanita Sebagai Pegawai Pencatat Nikah : Isu Jender 

Dalam Departemen Agama”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (2003).  

11
 Thoriqotul Khoriyah, “Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam 

Pembacaan Taklik Talak”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (2008).  
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pengantin putri yang berasal dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N) apakah dapat berjalan  optimal, perlu mempertimbangkan situasi 

dan kondisi yang paling besar manfaat dan maslahatnya bagi 

kepentingan umat karena bagaimanapun suatu cara ataupun rumusan 

pembagian yang diambil harus mengikuti kemaslahatan yang lebih 

luas. Untuk mencapai kemaslahatan itu maka rumusan yang diambil 

haruslah selalu mengikuti kaidah-kaidah dasar yaitu Maqasid as-Syar’i.  

Disini ada lima kepentingan yang harus dilindungi: agama, 

jiwa, akal, harta, dan keturunan. Begitu menurut versi yang populer, 

meskipun dengan urutan yang tidak seragam.
12

 Dalam hal saksi calon 

pengantin putri yang berasal dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N), paling tidak ada dua kaidah dasar yang harus selalu diperhatikan 

melindungi agama dan melindungi akal. Menjaga agama bahwa 

rumusan saksi calon pengantin putri yang berasal dari Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) itu harus sesuai dengan tuntunan syara’ 

yang ada dan melindungi akal yaitu menjaga akal dalam arti bahwa 

saksi calon pengantin putri yang berasal dari Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N) harus dapat memaksimalkan fungsi dari saksi itu 

sendiri supaya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pada 

saat yang sama tidak bertentangan dengan aturan syara’ yang ada.  

Dalam maqashid syariah selain maqashid al-dharuriyyat juga 

perlu dikenal Maqashid al-Hajiyyat (tujuan-tujuan sekunder) 

didefinisiakn sebagai sesuatu yang dibutuhkan menusia untuk 

mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk 

                                                 
12

 Yudian Wahyudi, Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari 

Kanada dan Amerika, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 

45. 
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dalam kategori al-dharuriyyat dan sekaligus menyingkirkan faktor-

faktor yang mempersulit usaha perwujudan al-dharuriyyat karena 

fungsinya yang melengkapi tujuan primer
13

. Atau mungkin termasuk 

dalam Maqashid al-Tahsiyyat (tujuan-tujuan tertier) berarti sesuatu 

yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat 

memperindah (sebagai terjemah harfiah dari kata tahsiniyyat) proses 

perwujudan kepentingan al-dharuriyyat dan Hajiyyat
14

. 

Dalam kasus ini kaidah yang disepakati mayoritas ulama dapat 

dijadikan landasan : 

الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الد ليل على التحرين
15

 

Dengan demikian, hukum Islam berdasarkan prinsip bahwa 

segala sesuatu yang membawa manfaat boleh dikerjakan, sedangkan 

hal-hal yang mendatangkan madarat harus ditinggalkan. Berdasarkan 

pada prinsip tersebut maka dalam penelitian ini perlu diterapkan juga 

kaidah:  

درءالوفاسد هقدم على جلب الوصالح
16

 

Dari sini maka jelaslah bahwa seharusnya kerusakan yang akan 

ditimbulkan oleh tidak adanya saksi yang mumpuni atau mengetahui 

sah tidaknya suatu perkawinan lebih diutamakan. Disinilah, nalar 

                                                 
13

 Makhrus Munajat, Studi Islam Di Perguruan Tinggi, ed. by Khoirul 

Anam, Cet ke-1 (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2008). hlm 60. 

14
 Ibid., hlm 61. 

15
 Samsul, Maarif, Kaidah-Kaidah Fiqih (Bandung: Pustaka Ramadhan, 

2005), hlm.19.  

 

16
 Ibid., hlm. 29. 
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manusia dapat berperan sangat luas untuk memikirkan kepentingan-

kepentingan umat manusia serta menjawab permasalahan-permasalahan 

yang timbul dalam masyarakat sekaligus tercapainya tujuan syariat 

Islam yaitu menolak kemadaratan.  

2. Teori Sosiologi Hukum 

a. Interaksi Sosial 

Inetraksi sosial adalah Istilah yang dikenal oleh para ahli 

sosiologi secara umum sebagai aspek inti bagi berlangsungnya 

kehidupan bersama. Interaksi Sosial berarti suatu kehidupan bersama 

yang menunjukkan dinamikanya, tanpa itu masyarakat akan kurang 

atau bahkan tidak mengalami perkembangan. 

b. Sistem Sosial  

Sistem sosial dapat diartikan secara umum sebagai keseluruhan 

elemen atau bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain, 

sehingga terbentuk satu kesatuan atau kesinambungan. Kesinambungan 

ini senantiasa harus dijaga dan dipelihara demi menjaga kesatuan 

sistem. Apabila satu bagian sistem tidak fungsional terhadap yang 

lainnya, sistem tersebut akan rusak dengan sendirinya. 

c. Perubahan Sosial 

Pada dasarnya kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari 

perubahan terhadap satu lingkungan baik lingkungan fisik, lingkungan 

biologis, maupun lingkungan sosial manusia. Perubahan-perubahan 

sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima 

yang disebabkan baik karena periiubahan-perubahan kondisi geografis, 
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kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya 

difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tertentu.
17

 

d. Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons 

 Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan Teori 

fungsional struktural yang pencetusnya adalah Talcott Parson. Asumsi 

dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, salah satu paham atau 

prespektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai 

satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan 

satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpaadanya 

hubungan dengan bagian yang lainya. Kemudian perubahan yang 

terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan 

pada giliranya akan menciptakan perubahan pada bagian lainya. 

Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan 

sistem organisasi yang di dapat dalam biologi, asumsi dasar teori ini 

ialah bahwa semua elemen harus berfungsi atau fungsional sehingga 

masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik.
18

 

Sistem organisasi biologis dalam sistem tindakan berhubungan 

dengan fungsi adaptasi yakni menyesuaikan diri dengan lingkungan 

dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Sistem 

kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan 

merumuskan tujuan dan mengerakan segalasumber daya untuk 

mencapai tujuan-tujuan.Sistem sosial berhubungan dengan fungsi 

                                                 
17

 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Cet ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 

hlm.17. 

18
 SVD Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Prestasi Pustaka, 

2007). hlm 48. 
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integrasi dengan mengontrol komponen pembentukan masyarakat. 

Akhirnya sistem kebudayaan berhubungan dengan fungsi pemeliharaan 

pola-pola atau struktur yang ada dengan menyiapkan norma-norma dan 

nilai yang memitivasi mereka dalam melakukan suatu tindakan.
19

 

 Teori fungsionalisme structural Parson diawali dengan empat 

skema penting mengenai fungsi untuk semua sistem tindakan, skema 

tersebut dikenal dengan sebutan skema AGIL. Sebelumnya harus tahu 

terlebih dahulu apa itu fungsi yang sedang dibicarakan disini, fungsi 

adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan 

kebutuhan system. 

Menurut parson ada empat fungsi penting yang mutlak 

dibutuhkan bagi semua system social, meliputi adaptasi (A), 

pencapaian tujuan atau goal attainment (G), integrasi (I), dan Latensi 

(L). empat fungsi tersebut wajib dimiliki oleh semua system agar tetap 

bertahan (survive), penjelasannya sebagai berikut: 

1) Adaptation : fungsi yang amat penting disini system 

harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi 

situasi eksternal yang gawat, dan system harus bisa 

menyesuaikan diri dengan lingkungan juga dapat 

menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannnya. 

2) Goal attainment ; pencapainan tujuan sangat penting, 

dimana system harus bisa mendifinisikan dan mencapai 

tujuan utamanya. 

                                                 
19

 Ibid, hlm 54. 
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3) Integrastion : artinya sebuah system harus mampu 

mengatur dan menjaga antar hubungan bagian-bagian 

yang menjadi komponennya, selain itu mengatur dan 

mengelola ketiga fungsi (AGL). 

4) Latency :laten berarti system harus mampu berfungsi 

sebagai pemelihara pola, sebuah system harus 

memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola 

individu dan cultural.
20

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan untuk penyusunan tesis ini termasuk 

jenis penelitian lapangan atau field research, dimana pengumpulan data 

dilakukan dengan cara menggali data secara intensif yang disertai 

analisis dari data ataupun informasi yang telah dikumpulkan di lokasi 

penelitian. Adapun data yang dimaksud adalah data yang berkaitan 

dengan pelaksanaan perkawinan, berkaitan dengan saksi nikah di 

Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif Analitik. Dalam 

penulisan ini, penyusun tidak hanya memaparkan pelaksanaan 

perkawinan di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, tetapi juga 

melakukan analisa dan memberikan penilaian terhadap dampak 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Sebagai Saksi Nikah pihak calon 

                                                 
20

 Douglas George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, cet ke-6 (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2007). hlm. 121. 
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pengantin putri khususnya di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, 

yang terdiri dari 24 desa. 

3. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan pada sifat penelitian tersebut, maka pendekatan 

yang penyusun gunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan 

sosiologis yaitu bagaimana dampak adanya Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah Sebagai Saksi Nikah pihak calon pengantin putri di 

masyarakat dilihat dan diukur dengan sosiologi hukum Islam, apakah 

pelaksanaannya menyimpang dari aturan hukum Islam atau tidak. 

4. Sampel 

Tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

nonprobability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel.
21

 

Teknik yang digunakan dalam nonprobability sampling adalah 

purposive sampling,
22

 yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan mengetahui keadaan pelaksanaan perkawinan di 

Kecamatan Klirong berkaitan dengan Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah yang menjadi saksi dari calon pengantin putri. 

Pemilihan dengan sampel ditentukan secara purposive sampling 

dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai 

dengan kriteria yang ditentukan. Sampel yang diambil yaitu dari 

Kepala atau pegawai Kantor Urusan Agama, Pembantu Pegawai 

                                                 
21

 Ibid., hlm. 84. 

22
 Ibid., hlm. 85. 
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Pencatat Nikah, tokoh agama, dan perwakilan dari pasangan suami istri 

yang telah melakukan perkawinan  di Kecamatan Klirong  

Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang penyusun gunakan dalam penulisan ini meliputi 3 

macam metode, yaitu : 

a. Observasi 

Dalam hal ini penyusun menggunakan metode observasi atau 

pengamatan secara langsung atau direct observation. Metode 

pengamatan langsung yaitu jenis pengamatan yang dilakukan oleh 

seorang peneliti secara langsung terhadap subjek yang diteliti. Metode 

ini diperlukan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh terhadap 

subjek penelitian dan sebagai konfirmasi terhadap data yang diperoleh 

dengan dua metode lain yang juga digunakan. 

b. Dokumentasi       

Dalam hal ini penyusun melakukan penelitian dan mengamati 

data yang diperlukan, seperti: buku-buku, dokumen, arsip, yang 

berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Klirong 

Kabupaten Kebumen. 

c. Interview 

Interview ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

dengan jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung 

kepada responden. Dalam pengumpulan data ini penyusun bertanya 

langsung kepada responden yang meliputi individu yang terlibat dalam 

sebuah pelaksanaan perkawinan seperti tokoh agama, dan tokoh 

masyarakat dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang lebih 

mengetahui situasi tersebut tentunya, dan juga pihak Kantor Urusan 

Agama selaku Pegawai Pencatat Nikah Sedangkan teknik wawancara 
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menggunakan wawancara semi terstuktur (semi structured interview), 

yakni pertanyaan  yang diajukan sesuai daftar yang fleksibel atau 

sebuah pedoman yang tidak dari sebuah angket formal. 

5. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

gabungan antara analisis data induktif dan deduktif. Pembagian dua 

analisa itu adalah sebagai berikut : 

a. Analisis Deduktif 

Metode analisis ini digunakan untuk mengambil kesimpulan 

yang bersifat umum tentang bentuk dan pola pelaksanaan  perkawinan 

di Desa Kebadongan berdasarkan pada data hasil observasi, data 

tertulis dan data yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan 

terhadap para responden. 

b. Analisis Induktif 

Analisis ini digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang 

bersifat individual yaitu pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan 

perkawinan di Kecamatan Klirong. Kesimpulan ini diambil dengan cara 

membandingkan antara pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam 

dan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan 

dengan saksi.     

 

G. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini dibagi atas lima Bab terdiri dari sub-sub 

penelitian sistematika tersebut sebagai berikut: 

Bab Pertama, Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang 

Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah 

Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian serta Sistematika 
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Pembahasan. Bab ini berisi berbagai langkah awal yang akan 

digunakan dalam penyusunan tesis ini untuk memudahkan langkah-

langkah lanjutan yang akan digunakan sebagai pedoman juga supaya 

nantinya apa yang akan dibahas dalam tesis ini tidak melenceng dari 

pembahasan.    

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum saksi nikah dalam 

hukum Islam. Bab ini memuat Pengertian saksi nikah, dasar hukum 

saksi nikah, prinsip dan sejarah saksi nikah, sebab adanya saksi nikah 

serta hikmah dan manfaat saksi nikah. Dari gambaran umum sakni 

nikah yang telah dijelaskan dalam bab dua ini nantinya akan digunakan 

sebagai acuan analisis dengan membandingkan dengan pelaksanaan 

perkawinan yang dilakukan di Kecamatan Klirong Kabupaten 

Kebumen.   

Bab ketiga, tentang pelaksanaan perkawinan di Kecamatan 

Klirong Kabupaten Kebumen. Setelah diketahui kerangka teoretik 

dalam Islam, maka selanjutnya diteliti bagaimana pelaksanaannya. Bab 

ini diawali dengan gambaran umum lokasi, serta beberapa keterangan 

yang diperlukan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap 

latar belakang sosial di lokasi penelitian, dilanjutkan dengan 

pembahasan pelaksanaan perkawinan yang terjadi di Kecamatan 

Klirong yang akan digunakan sebagai bahan analisis dalam bab 

berikutnya.    

Bab keempat, tentang analisis hukum Islam terhadap 

pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. 

Analisis yang digunakan yaitu analisis terhadap pelaksanaan 

perkawinan dan Petugas Pegawai Pencatat Nikah sebagai saksi dari 

pihak calon pengantin putri. Analisis ini diambil mengingat banyaknya 
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Petugas Pegawai Pencatat Nikah sebagai saksi dari pihak calon 

pengantin putri. Analisis ini dikaitkan dengan aspek manfaat dan 

maslahat yang ada dari pelaksanaan Petugas Pegawai Pencatat Nikah 

sebagai saksi dari pihak calon pengantin putri tersebut ditinjau dari sisi 

hukum Islam. Pembahasan Bab ini mengambil beberapa pendapat para 

ulama tentang masalah diatas dengan dua analisa tersebut dilanjutkan 

analisa-analisa hukum Islam terhadap permasalahan tersebut. 

Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari dua 

bagian, yaitu bagian kesimpulan berisi tentang kesimpulan dari Bab 

dua, tiga dan empat yang juga merupakan jawaban akhir terhadap 

masalah yang diangkat dalam tesis ini. Bagian kedua tentang saran-

saran berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan di kecamatan Klirong 

Kabupaten Kebumen. Dari saran-saran tersebut diharapkan nantinya 

ada perbaikan dari segi pelaksanan perkawinan di Kecamatan Klirong 

khususnya berkaitan dengan saksi nikah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, menghasilkan 2 

kesimpulan: 

1. Pelaksanaan kegiatan pernikahan di Kecamatan Klirong 

Kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan sesuai PMA No. 11 

Tahun 2007. Syarat Akad nikah harus dihadiri sekurang-

kurangnya dua orang saksi. Saksi harus memenuhi syarat-

syarat: laki-laki, beragama Islam, baligh, berumur sekurang-

kurangnya 19 tahun;berakal;merdeka, dapat berlaku adil dan 

PPN, Penghulu, dan/atau P3N dapat diterima sebagai saksi. 

Pada pelaksanaanya walaupun secara formal P3N sudah tidak 

ada secara struktural tetapi pada pelaksanaan pernikahan di 

KUA Kecamatan Klirong masih berperan sebagai saksi. Hal ini 

karena kebutuhan masyarakat yaitu berdasarkan data ada 85% 

saksi dari calon mempelai perempuan pada tahun 2017 adalah 

dari P3N. Karena menurut pihak mempelai putri itu tidak ribet 

karena P3N dari pihak mempelai putri harus datang saat akad 

jadi P3N di hari tersebut memiliki 2 fungsi sekaligus. Lebih 

efisien karena tidak perlu memberikan bisaroh lagi kepada 

saksi, hanya perlu menambahkan jumlah bisaroh ke P3N. 

2. Analisis Sosilogi Hukum terhadap dampak adanya petugas 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Sebagai Saksi Nikah pihak 

calon pengantin putri di Kecamatan Klirong Kabupaten 

Kebumen: 

a. Analisis Sosiologi Hukum 
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Analisis terhadap penggunaan P3N sebagai saksi nikah pihak 

mempelai perempuan di lingkungan KUA Kecamatan Klirong 

sesuai dengan teori Fungsional Struktural Talcott Parson 

berdasarkan empat fungsi penting yang mutlak dibutuhkan bagi 

semua sistem sosial. Hal tersebut bisa dilhat dari adaptasi (A): 

Masyarakat menyesuaikan diri jika hendak menikah maka saksi 

dari pihak perempuan menggunakan P3N , pencapaian tujuan atau 

goal attainment (G): Tujuan mempermudah proses pelaksanaan 

pernikahan tercapai karena P3N kredible dengan syarat sebagai 

saksi, integrasi (I) anatara calon mempelai dan P3N saling 

membutuhkan hal itu terbukti dengan 85% saksi dari pihak 

perempuan menggunakan P3N, dan Latensi (L) system kultural 

sudah terbentuk sehingga walaupun secara struktural sudah 

dinonaktifkan tetapi secara pelaksanaannya P3N masih berperan 

sebagai saksi bagi calon mempelai putri dengan mekanisme P3N 

boleh menerima sumbangan tetapi tidak menentukan jumlah 

nominalnya. Jadi bisa dikatakan bahwa empat fungsi tersebut 

wajib dimiliki oleh semua system pelaksanaan pernikahan di 

KUA Kecamatan Klirong sehingga tetap bertahan (survive) 

sampai sekarang, 

b. Analisis Hukum Islam 

Menurut analisis hukum Islam peran P3N sebagai saksi pihak 

mempelai perempuan sudah sesuai dengan hukum islam yaitu 

sesuai dengan Maqashid al-Hajiyyat (tujuan-tujuan sekunder) 

yaitu P3N dibutuhkan masyarakat Kecamatan Klirong untuk 

mempermudah proses pelaksanaan pernikahan termasuk dalam 

ketegori al-Hajiyyat dan sekaligus menyingkirkan factor-faktor 

yang mempersulit usaha perwujudan al-dharuriyyat karena 
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fungsinya yang melengkapi tujuan primer yaitu mempermudah 

pelaksanaan perkawinan bagi calon mempelai. Kemudian masih 

adanya kebutuhan fungsi dari P3N di masyarakat hal tersebut bisa 

dikatan sesuai dengan kaidah fiqh : 

 الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الد ليل على التحرين

. Berdasarkan pada prinsip tersebut maka dalam penelitian ini 

perlu diterapkan juga kaidah:  

 درءالوفاسد هقدم على جلب الوصالح

Adanya P3N yang mempunyai kriteria sesuai syarat menjadi 

saksi nikah sehingga menghindarkan resiko tidak sahnya suatu 

pernikahan.  

 

B. Saran 

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa penelitian ini hanya 

memfokuskan pada pembahasan P3N sebagai saksi nikah pada pihak 

perempuan. Sehingga saran saya buat mahasiswa lain maka sebenarnya 

masih memungkinkan jika diteliti lebih mendalam fungsi dari P3N di 

KUA Kecamatan Klirong setelah Instruksi Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Selain itu juga masih 

bisa diteliti seberapa besar jumlah penggunaan saksi pada pihak 

mempelai laki-laki pada pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan 

Klirong 

Saran dari saya untuk Kemenag terkait masih pentingnya fungsi 

dari P3N di seluruh Indonesia terutama di KUA Kecamatan Klirong 

maka perlu adanya penganggaran kembali untuk P3N di seluruh 

wilayah kecamatan tanpa terkecuali. 
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